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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kapasitas perangkat Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri 

dalam memberikan pelayanan kependudukan. Observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi 

dengan menggunakan triangulasi merupakan metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam 

penelitian ini. Dengan Menggunakan Lima kriteria Kualitas Pelayanan Menurut Lijan Poltak Sinambela 

penelitian ini difokuskan pada penggunaan enam kriteria Kualitas pelayanan yakni: (i). Transparansi, (ii). 

Akuntabilitas, (iii). Kondisional, (iv). Partisipatif, (v). Kesamaan Hak, (vi) Keseimbangan Hak. Masih 

banyak kesulitan yang harus diatasi oleh mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), baik internal maupun 

eksternal. Berdasarkan data yang dihimpun, temuan penelitian menunjukkan bahwa inovasi Anjungan 

Dukcapil Mandiri (ADM) belum mampu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di 

kota surabaya, karna masih banyak masyarakat surabaya yang belum paham dengan inovasi ini. Hal tersebut 

diperkuat dari hasil peneliti bahwa pegawai Dispendukcapil sendiri mengatakan pada hasil wawancara 

tersebut belum pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan peneliti melihat tidak ada nya fasiltas 

pendukung seperti spanduk mengenai Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri di Sekitar Dispendukcapil Kota 

Surabaya. Adapun saran dari peneliti yakni: Memastikan upaya sosialisasi menyeluruh untuk meningkatkan 

kesadaran seluruh warga Kota Surabaya mengenai fungsi ADM dan memberikan panduan yang jelas dalam 

penggunaannya, serta penambahan mesin ADM di wilayah kecamatan agar masyarakat lebih mengenal 

ADM. 

 

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Pelayanan Publik, Administrasi Kependudukan, Program Anjungan 

Dukcapil Mandiri (ADM) 

 

Abstract 
 

This research aims to assess the capacity of the Mandiri Dukcapil Pavilion Machine in providing 

population services. Participatory observation, in-depth interviews, and documentation using triangulation 

were the methods used for data collection in this research. By using five service quality criteria according to 

Lijan Poltak Sinambela, this research focuses on using six service quality criteria, namely: (i). 

Transparency, (ii). Accountability, (iii). Conditional, (iv). Participative, (v). Equality of Rights, (vi) Balance 

of Rights. There are still many difficulties that must be overcome by the Independent Dukcapil Pavilion 

(ADM) machine, both internal and external. Based on the data collected, research findings show that the 

Mandiri Dukcapil Pavilion (ADM) innovation has not been able to improve the quality of population 

administration services in the city of Surabaya, because there are still many people in Surabaya who do not 

understand this innovation. This is confirmed by the results of the researchers, that the Dispendukcapil 

employees themselves said in the results of the interview that they had never carried out outreach to the 

public and the researchers saw that there were no supporting facilities such as banners regarding the 

Independent Dukcapil Platform Machine around the Dispendukcapil City of Surabaya. The suggestions from 

researchers are: Ensure comprehensive outreach efforts to increase awareness of all Surabaya City 

residents regarding the function of ADM and provide clear guidance on its use, as well as adding ADM 

machines in sub-district areas so that people are more familiar with ADM. 

 

Keywords: Service Quality, Public Services, Population Administration, Independent Dukcapil Platform 

Program (ADM) 
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A. LATAR BELAKANG 

Dalam menghadapi era globalisasi yang 

penuh dengan tantangan dan peluang, 

pemerintah daerah harus menyadari pentingnya 

memperhatikan aspek-aspek penting dalam 

proses administrasi publik, terutama aspek- 

aspek yang berkaitan dengan penyediaan 

layanan publik yang cepat dan efisien serta 

sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan latar 

belakang tersebut, terdapat upaya penting 

pemerintah untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik melalui pengembangan 

platform mandiri Administrasi Pencatatan Sipil 

dan Kependudukan (Dukcapil) atau ADM dalam 

program pengolahan dokumen online. 

Sehubungan dengan hal tersebut, saya 

melakukan observasi ke Dinas Kependudukan di 

lingkungan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Surabaya. (Bloom & 

Reenen, 2020) 

Pelayanan publik pada dasarnya 

menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. 

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan 

upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar 

dan hak-hak sipil setiap warga negara atas 

barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik. Undang-undang Dasar 1945 

mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi 

kebutuhan dasar setiap warga negara demi 

kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu 

sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik 

buruknya penyelenggaraan pelayanan publik. 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang pelayanan publik pasal 15 mengenai 

kewajiban penyelenggara pelayanan publik yaitu 

memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai 

dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, 

melaksanakan pelayanan yang sesuai dengan 

standar pelayanan. Apabila penyelenggara atau 

pelaksana pelayanan publik melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 15 maka 

dikenakan sanksi sesuai pasal 54 yaitu berupa 

sanksi teguran tertulis, dan apabila dalam waktu 

tiga bulan tidak melaksanakan ketentuan yang 

dimaksud maka akan dikenai sanksi 

pembebasan dari jabatan. 

Mewabahnya virus Covid-19 secara 

global pada akhir tahun 2019 memberikan 

dampak yang parah bagi negara-negara secara 

global, termasuk Indonesia. Kejadian luar biasa 

ini menimbulkan gangguan yang parah pada 

sejumlah aspek masyarakat, terutama di sektor 

pelayanan publik, dan mengakibatkan 

terhentinya kegiatan usaha dan pendidikan 

untuk sementara waktu. Presiden Joko Widodo 

menanggapinya dengan menghimbau 

masyarakat untuk tinggal di rumah dan 

memberikan instruksi kepada perusahaan dan 

pemerintah tentang cara menetapkan kebijakan 

bekerja dari rumah. Oleh karena itu, 

pendekatan-pendekatan baru dalam menyediakan 

layanan public terutama yang menggunakan 

teknologi muncul di tengah pandemi Covid-19 

yang masih berlangsung dan laju kehidupan 

yang semakin cepat..(Elsye, 2020). 

Persepsi masyarakat terhadap pelayanan 

administrasi kependudukan penuh dengan 

permasalahan, meliputi prosedur yang rumit dan 

melelahkan, antrian yang panjang dan 

melelahkan, sehingga menimbulkan ambiguitas 

dalam pencetakan dokumen dan selanjutnya 

membuat masyarakat enggan melakukan 

pengurusan dokumen kependudukan. Tingkat 

kepercayaan publik terhadap Ombudsman Jawa 

Timur selaku pengawasan pelayanan publik 

terus mengalami kenaikan. Hal itu tergambar 

pada data penerimaan laporan masyarakat makin 

stabil dan menunjukkan tren positif. Dalam 

kurun waktu yang sama, ada kenaikan sekitar 30 

persen jumlah laporan masyarakat. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah 

Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala 

Dinas yang berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris 

Daerah. Dinas Kependudukan dan Catatan sipil 

(DISPENDUKCAPIL) adalah kantor tempat 

informasi mengenai data kependudukan yang 

akurat dan sangat dibutuhkan dalam aktifitas 

program pembangunan yang dalam tugas 

kesehariannya ada pelayanan untuk blanko kartu 

keluarga, blanko kartu tanda pendudukan, akta 

kelahiran, akta perkawinan (Non Muslim), akta 

perceraian, akta kematian, pengesahan dan 

pengakuan anak. 
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Berdasarkan data Ombudsman Jawa 

Timur sejak Januari hingga 4 Desember 2023 

telah menerima 947 laporan. Rinciannya, 569 

laporan konsultasi non laporan (KNL), 30 

laporan respons cepat Ombudsman (RCO), 347 

laporan masyarakat (LM), dan 1 Investigasi atas 

Prakarsa Sendiri (IAPS). Dari data tersebut yang 

berlanjut ke pemeriksaan sebanyak 211 laporan. 

Rinciannya, 135 laporan telah ditutup dan 76 

masih dalam proses penanganan. 

Tabel 1. Laporan Masyarakat Terkait 

Administrasi Kependudukan 

Laporan Masyarakat Terkait 

Administrasi Kependudukan 

Tahun 

2021-2022 

Konsultasi Non Laporan (KNL) 569 

Respon Cepat Ombudsman 
(RCO) 

30 

Laporan Masyarakat (LM) 347 

Investigasi atas Prakarsa Sendiri 
(IAPS) 

1 

Sumber : OMBUDSMAN RI Jawa Timur 2023  
 

Tantangan dan kekurangan dalam 

penyelenggaraan layanan Administrasi 

Kependudukan yang belum memenuhi harapan 

dan kebutuhan, diperparah dengan semakin 

banyaknya permasalahan yang ditimbulkan oleh 

pandemi Covid-19. Hal ini semakin mempersulit 

upaya pemerintah dalam memberikan layanan 

Administrasi Kependudukan yang efektif. 

Menurut (Elsye, 2020) Kualitas pelayanan yang 

masih di bawah standar telah mendorong 

pemerintah untuk segera melakukan perbaikan 

kualitas pelayanan publik, khususnya mengatasi 

permasalahan yang berkaitan dengan rumitnya 

prosedur dalam pengurusan dokumen 

kependudukan. Prosedur-prosedur ini ditandai 

dengan kompleksitas, kurangnya kepastian 

waktu, dan perlunya peningkatan transparansi 

mengenai biaya layanan. Penting untuk terus 

meningkatkan pelayanan publik agar dapat 

secara efektif memenuhi kebutuhan masyarakat 

yang terus berkembang. 

Pelayanan publik merupakan komitmen 

negara untuk meningkatkan kesejahteraan 

warganya. Sebagai hak konstitusional, baik 

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah 

wajib memenuhi kewajiban penyelenggaraan 

pelayanan publik. Pemberian pelayanan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat atau 

masyarakat tertentu disebut dengan pelayanan 

publik. (Haqie et al., 2020). Pelayanan publik 

mencakup tindakan atau rangkaian kegiatan 

yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

pelayanan setiap warga negara dan penduduk. 

Pelayanan tersebut dapat berupa penyediaan 

barang, jasa, dan/atau bantuan administrasi oleh 

masyarakat, sesuai dengan ketentuan Undang- 

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik. 

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk 

memberikan pelayanan dengan kualitas yang 

luar biasa karena pemerintah merupakan 

penyedia utama pelayanan masyarakat. Selain 

itu, di era otonomi daerah, permasalahan 

kualitas pelayanan pemerintah semakin nyata 

sehingga memerlukan peningkatan kompetensi, 

efisiensi, dan kemampuan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat 

baik dari segi kuantitas maupun kualitas. 

Pelayanan yang menambah kepuasan 

masyarakat dinilai berkualitas tinggi. Lima 

komponen kualitas pelayanan publik, yaitu bukti 

nyata tangibles jaminan daya tanggap 

responsiveness dan empati empathy menjadi 

tolak ukur pencapaian kepuasan masyarakat. 

Jika dilihat secara keseluruhan, komponen- 

komponen ini menyoroti dedikasi pemerintah 

dalam memberikan layanan yang memenuhi dan 

melampaui kebutuhan masyarakat. (Permatasari, 

2020). 

Sesuai Peraturan Menteri Negara Nomor 

25 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Aparatur 

Negara, pelayanan publik adalah setiap kegiatan 

pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara 

dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan 

pengguna jasa dan memenuhi persyaratan 

peraturan perundang-undangan. Penyedia 

layanan publik memberikan layanan langsung 

kepada individu, komunitas, badan pemerintah, 

dan badan hukum, yang biasanya beroperasi di 

lembaga pemerintah. Sebaliknya, instansi 

pemerintah dan badan usaha milik negara 

mengelompokkan pelayanannya menjadi tiga 
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jenis, sebagaimana dituangkan dalam Keputusan 

Menteri Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pemberdayaan Aparatur Negara: pelayanan 

administrasi, pelayanan barang, dan jasa yang 

ditentukan berdasarkan sifat dan karakteristik 

produk dan jasanya. kegiatan. (Ombudsman RI, 

2019). 

ADM yang diberikan oleh Pemerintah 

Pusat sebagai bentuk apresiasi atas dukungan 

layanan Adminduk, disebutkan di sebuah surat 

kabar Jakarta menurut Zudan Arif Fakrullah, 

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil. Sebaran ADM yang setara dengan mesin 

ATM tersebar di 353 unit di seluruh provinsi di 

Indonesia. Dari jumlah tersebut, 126 unit 

diperoleh melalui dana hibah pinjam pakai 

Dukcapil pusat, dan 227 unit diperoleh melalui 

pembelian APBD. 

Jawa Timur memimpin jumlah mesin 

ADM sebanyak 84 unit, disusul Jawa Barat 53 

unit, Jawa Tengah 38 unit, Sulawesi Selatan 20 

unit, Daerah Istimewa Yogyakarta 19 unit, dan 

Banten 15 mesin ADM. Di tingkat kabupaten, 

Kabupaten Malang memiliki jumlah mesin 

ADM terbanyak yakni sebanyak 33 unit, disusul 

Kabupaten Bandung sebanyak 30 unit, 

Kabupaten Jepara sebanyak 17 unit, Kota 

Makassar sebanyak 16 unit, dan lain-lain yang 

turut menyumbang total mesin ADM tersebut. 

Informasi yang bersumber dari Kementerian 

Dalam Negeri ini menunjukkan tersebar luasnya 

353 Anjungan Dukcapil Mandiri di seluruh 

Indonesia.Kabupaten Sleman 8 unit, dan 

Kabupaten Banyuwangi 6 unit ADM. mesin".  

Peneliti melakukan penelitian 

berdasarkan konteks tersebut di atas, dengan 

fokus pada kualitas pelayanan yang difasilitasi 

oleh Mesin Dukcapil Mandiri (ADM) pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai 

dan mendeskripsikan secara komprehensif 

kualitas mesin ADM itu sendiri. Hasil yang 

diharapkan dari studi ini adalah bahwa temuan 

ini akan relevan dengan pemangku kepentingan 

terkait, sehingga memberikan wawasan yang 

dapat memainkan peran penting dalam 

meningkatkan layanan publik daerah melalui 

pemanfaatan Mesin ADM. Peneliti bercita-cita 

agar artikel ini dapat memberikan dampak 

positif bagi masyarakat, mengatasi tantangan 

dalam pelayanan publik, dan memberikan 

kontribusi terhadap peningkatan pelayanan 

Administrasi Kependudukan pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Surabaya. 

 

B. LANDASAN TEORITIS 

1. Teori Kualitas Pelayanan 

Menurut Sinambela (2006:6) mengenai 

”Kualitas adalah segala sesuatu yang dapat 

memenuhi keinginan atau kebutuhan 

pelanggan (meeting the needs of 

costumers)”. Pelayanan yang berkualitas 

adalah pelayanan yang mampu memenuhi 

keinginan dan kebutuhan masyarakat. 

Penyedia layanan harus berupaya mencari 

tahu apa yang menjadi keinginan pelanggan 

atau masyarakat, sehingga sesuai dengan 

apa yang diharapkan oleh masyarakat 

tersebut. Perlu dilakukan agar masyarakat 

merasa puas karena kualitas pelayanan yang 

diberikan semakin meningkat. Sinambela 

juga menyatakan bahwa dalam bukunya 

yang berjudul Reformasi Pelayanan Publik 

memberikan indikator kualitas pelayanan 

publik. Tujuan pelayanan publik 

Sinambela pada dasarnya adalah 

memuaskan masyarakat, untuk mencapai 

kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan 

prima yang tercermin dari: 

1) Transparansi, yakni pelayanan yang 

bersifat terbuka, mudah dan dapat di 

akses oleh semua pihak yang 

membutuhkan dan disediakan secara 

memadai serta mudah dimengerti. 
2) Akuntabilitas, yakni pelayanan yang 

dapat dipertanggungjawabkan sesuai 

dengan ketentuan undang-undang. 

3) Kondisional, yakni pelayanan yang 

sesuai dengan kondisi dan kemampuan 

pemberi dan penerima pelayanan dengan 

tetap berpegang pada prinsip efisiensi 

dan efektifitas. 

4) Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat 

mendorong peran serta masyarakat 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik 
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dengan memperhatikan aspek kebutuhan, 

dan harapan masyarakat. 

5) Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang 

tidak melakukan diskriminasi dilihat dari 

aspek apapun khususnya suku, ras, 

agama, golongan, status sosial dan lain-

lain. 

6) Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu 

pelayanan yang mempertimbangkan 

aspek keadilan antara pemberi dan 

penerima pelayanan publik. (Sinambela, 

2006:6). 

Berdasarkan indikator kualitas 

pelayanan publik menurut Sinambela di atas 

dijelaskan bahwa untuk mencapai kualitas 

pelayanan prima yang baik dapat tercermin 

dengan adanya transparansi atau 

keterbukaan dan mudah diakses oleh 

semua masyarakat, jadi masyarakat dapat 

merasakan akses pelayanan yang memadai 

dan mudah dimengerti. Pelayanan yang 

baik juga pelayanan yang dapat 

dipertanggung jawabkan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, peraturan tersebut 

dapat melindungi masyarakat sebagai nilai 

kepercayaan yang didapat oleh masyarakat 

dalam melakukan optimalisasi pelayanan 

yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan 

bukanlah pekerjaan mudah seperti halnya 

membalikkan telapak tangan mengingat 

pembaharuan tersebut menyangkut berbagai 

aspek yang telah membudaya dalam 

lingkaran birokrasi pemerintahan. 

Kualitas merupakan suatu kondisi yang 

berhubungan dengan produk, jasa, manusia, 

proses dan lingkungan yang memenuhi atau 

melebihi harapan. Banyak akademis yang 

mengidentikkan kepuasan pelanggan 

dengan kualitas jasa (pelayanan). (Dalam 

Damartaji Arisutha, 2005: 18) 

Kualitas pelayanan berhubungan erat 

dengan pelayanan yang sistematis dan 

komprehensif yang lebih dikenal dengan 

konsep pelayanan prima. Aparat pelayanan 

hendaknya memahami variabel-variabel 

pelayanan prima seperti yang terdapat 

dalam agenda perilaku pelayanan prima 

sektor publik SESPANAS LAN. Variabel 

dimaksud adalah (Lijan Poltak S, 2006: 8): 

a. Pemerintahan yang bertugas melayani. 

b. Masyarakat yang dilayani pemerintah. 

c. Kebijaksanaan yang dijadikan landasan 

pelayanan public. 

d. Peralatan atau sarana pelayanan yang 

canggih. 

e. Resources yang tersedia untuk diracik 

dalam bentuk kegiatan Pelayanan. 

f. Kualitas pelayanan yang memuaskan 

masyarakat sesuai dengan standar dan 

asas pelayanan masyarakat. 

g. Manajemen dan kepeminpinan serta 

organisasi pelayanan masyarakat. 

h. Perilaku pejabat yang terlibat dalam 

pelayanan masyarakat, apakah masing- 

masing telah menjalankan fungsi mereka. 

Variabel pelayanan prima di sektor 

publik seperti di atas dapat 

diimplementasikan apabila aparat pelayanan 

berhasil menjadikan kepuasan pelanggan 

sebagai tujuan utamanya. Agar kepuasan 

pelanggan yang menjadi tujuan utama 

terpenuhi, aparatur pelayanan dituntut untuk 

mengetahui dengan pasti siapa 

pelanggannya. Kepuasaan pelangganlah 

yang dapat dijadikan barometer dalam 

mengukur keberhasilan dalam pelayanan 

(Lijan Poltak S,2006:8). 
 

2. Pelayanan Publik 

Pela|ya |na |n publik meliputi sega|la | 

kegia |ta|n terka|it pela|ya |na|n ya|ng dila|kuka|n 

oleh penyelengga|ra| denga |n tujua|n 

memenuhi kebutuha |n penerima | pela|ya|na|n 

da|n mena|a|ti pera|tura|n da|n perunda |ng-

unda|nga|n ya |ng berla|ku Moenir (2005:197) 

menya|ta|ka|n Untuk menja |min kepua |sa |n 

da|la|m memberika |n pela |ya|na |n kepa|da| 

individu a|ta|u kelompok, ma|ka| pemberi 

pela|ya |na|n da|la |m ha|l ini petuga|s ha|rus 

memenuhi empa|t kriteria | penting ya |ng 

diga|riska|n oleh Moenir: (i) Menunjukka |n 

perila|ku sa |ntun, ka|rena | menumbuhka|n ra|sa | 

horma|t da|n pengha |rga|a|n da|la|m diri ora|ng 

la|in. intera|ksi ma|nusia|, merupa|ka|n 

kepua|sa|n ba |gi individu ya |ng bersa|ngkuta|n. 

(ii) Menya |mpa|ika |n denga|n ba |ik informa |si 
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terka|it a|pa| ya|ng seha|rusnya | diterima| 

seseora|ng denga |n teta|p berpega |ng pa|da| 

prinsip sesua|i pera|tura|n ya |ng tela |h 

diteta|pka|n untuk mencega|h terja|dinya | 

penyimpa |nga|n. (iii) Pengirima |n tepa|t 

wa|ktu, ka|rena| memberika|n ha |sil ya |ng bena |r 

da|n diproses denga |n cepa|t sa|nga|t 

diinginka|n oleh mereka| ya|ng mengha|da|pi 

ma |sa |la|h. (iv) Kera |ma|ha|n menja |di a|spek 

krusia|l, khususnya |  da|la|m pela |ya|na|n verba |l, 

ba|ik da|la|m intera|ksi tat| a|p muka| ma|upun 

ja |ra|k ja|uh. 

Berba |ga|i definisi pela |ya|na |n publik 

tela |h dikemuka |ka|n oleh pa|ra| a|hli da |n a|hli 

teori, denga|n istila|h “pela |ya|na |n” sendiri 

tela |h dikonsep oleh pa|ra| sa|rja |na| seperti 

Lovelock. Menurut Lovelock, ja|sa| 

merupa|ka|n produk tida |k berwujud ya|ng 

bersifa|t sementa|ra| da|n bersifa |t penga |la|ma|n. 

A|rtinya | sua|tu pela|ya|na|n tida |k mempunya |i 

bentuk ya |ng nya|ta|, dura|sinya |  singka|t, 

na|mun dira|sa|ka|n a|ta|u dia|la|mi oleh 

penerima| pela |ya|na|n. La |njut ke pengertia |n 

istila |h “publik”, menurut Ka |mus Besa|r 

Ba|ha |sa |  Indonesia |, a|da|la |h kumpula |n ora|ng 

a|ta|u setia |p ora|ng ya|ng ha |dir, menga |ma|ti, 

berkunjung, da|n seba|ga|inya|. Istila|h 

“publik” bera|sa|l da|ri ka|ta|  Inggris 

“public”.ya|ng menunjukka |n ma|sya |ra|ka|t 

umum, ma|sya |ra|ka|t, at| a|u nega|ra|. 

Da|la|m evolusi a |dministra|si publik, 

konsep "publik" tela |h berkemba|ng 

mela|mpa |ui entita|s pemerinta|h hingga | 

menca|kup kelua|rga|, teta|ngga|, orga|nisa |si 

non-pemerinta|h, a|sosia|si, media |, da|n 

ba|hka|n orga|nisa|si sektor swa|sta|. Perspektif 

ya|ng berbeda |-beda| berkontribusi da|la|m 

mendefinisika |n publik, a|nta|ra| la|in perspektif 

plura|lis ya|ng mema|nda |ng publik seba|ga |i 

kelompok kepentinga |n, perspektif piliha|n 

publik ya|ng mema|nda|ng publik seba|ga | i 

pemilih ya |ng ra|siona|l, perspektif 

representa|tif ya|ng mema|nda|ng publik 

seba|ga|i entita|s ya|ng diwa|kili, perspektif 

penerima | ha|k. pela |ya|na |n publik ya |ng 

mengidentifika|si ma|sya |ra|ka |t seba|ga |i 

pela|ngga|n, da|n ca|ra| pa |nda|ng ya |ng 

mema |nda|ng ma|sya|ra |ka|t seba|ga|i wa|rga| 

nega|ra|. Da|ri sudut pa|nda|ng multifa |set 

tersebut, da|pa|t disimpulka |n ba|hwa | 

pela|ya|na |n publik, seba|ga|ima|na| diteliti 

da|la |m penelitia |n ini, meliba|tka|n 

sera |ngka|ia|n kegia|ta|n ya |ng dila|kuka|n oleh 

penyedia| la |ya|na |n untuk memenuhi 

kebutuha|n wa|rga | nega|ra| a|ta|u ma|sya |ra|ka|t 

da|la|m la|ya |na|n a |dministra|si (seperti 

perizina|n, keseha|ta|n, da|n a|dministra|si), 

sesua| i denga|n hukum da|n pera|tura|n terka|it. 
 

3. Asas-Asas Pelayanan Publik 

Pelayanan publik harus memenuhi 

asas-asas pelayanan yang memuaskan 

pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan. 

Menurut Sinambela, dkk (2011), asas-asas 

pelayanan publik adalah sebagai berikut: 

1) Transparansi: Bersifat terbuka, mudah 

dan dapat diakses oleh semua pihak yang 

membutuhkan dan disediakan secara 

memadai serta mudah dimengerti. 

2) Akuntabilitas: Dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

3) Kondisional: Sesuai dengan kondisi dan 

kemampuan pemberi dan penerima 

pelayanan dengan tetap berpegang pada 

prinsip efisiensi dan efektivitas. 

4) Partisipatif: Mendorong peran serta 

masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik dengan memperhatikan 

aspirasi, kebutuhan dan harapan 

masyarakat. 

5) Kesamanan Hak: Tidak diskriminatif 

dalam arti tidak membedakan suku, 

agama, ras, golongan, gender dan status 

ekonomi. 

6) Keseimbangan Hak dan kewajiban: 

Pemberi dan penerima pelayanan publik 

harus memenuhi hak dan kewajiban 

masing- masing pihak. 

 
4. Prinsip Pelayanan 

Menurut keputusan MENPAN No.63 

tahun 2003, dalam proses kegiatan 

pelayanan publik diatur juga mengenai 

prinsip pelayanan sebagai pegangan dalam 
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mendukung jalannya kegiatan. Adapun 

prinsip-prinsip pelayanan publik adalah 

sebagai berikut: 
 

5. Standart Pelayanan 

1) Kesederhanaan. Prosedur pelayanan 

publik tidak berbelit- belit, mudah 

dipahami dan mudah dilaksanakan. 

2) Kejelasan. Persyaratan teknis dan 

administratif pelayanan publik; unit 

kerja atau pejabat yang berwenang dan 

bertanggung jawab dalam memberikan 

pelayanan dan penyelesaian keluhan 

atau persoalan dan sengketa dalam 

pelaksanaan pelayanan publik; rincian 

biaya pelayanan publik dan tata cara 

pembayaran. 

3) Kepastian waktu. Pelaksanaan 

pelayanan publik dapat diselesaikan 

dalam kurun waktu yang telah 

ditentukan. 

4) Akurasi. Produk pelayanan publik 

diterima dengan benar, tepat dan sah. 

5) Keamanan. Proses dan produk 

pelayanan publik memberikan rasa 

aman dan kepastian hukum. 

6) Tanggung jawab. Pimpinan 

penyelenggara pelayanan publik atau 

pejabat yang ditunjuk bertanggung 

jawab atas penyelenggaraan pelayanan 

dan penyelesaian keluhan atau 

persoalan dalam pelaksanaan pelayanan 

publik. 

7) Kelengkapan sarana dan prasarana. 

Tersedianya sarana dan prasarana kerja 

dan pendukung lainnya yang memadai 

termasuk penyediaan sarana teknologi 

telekomunikasi dan informatika. 

8) Kemudahan akses. Tempat dan lokasi 

serta sarana pelayanan yang memadai, 

mudah dijangkau oleh masyarakat, dan 

dapat memanfaatkan teknologi 

telekomunikasi dan informatika. 

9) Kedisiplinan, kesopanan dan 

keramahan. Pemberi pelayanan harus 

bersikap disiplin, sopan dan santun, 

ramah, serta memberikan pelayanan 

dengan ikhlas. 

10) Kenyamanan. Lingkungan pelayanan 

harus tertib, teratur, disediakan ruang 

tunggu yang nyaman, bersih, rapi, 

lingkungan yang indah dan sehat serta 

dilengkapi dengan fasilitas pendukung 

pelayanan seperti parkir, toilet, tempat 

ibadah, dan lain-lain. Penyelenggaraan 

pelayanan publik harus memiliki standar 

pelayanan dan dipublikasikan sebagai 

jaminan adanya kepastian bagi penerima 

pelayanan. Menurut Keputusan MENPAN 

No.63 tahun 2003 standar pelayanan publik 

sekurang- kurangnya meliputi hal-hal 

sebagai berikut: 

a) Prosedur pelayanan. Prosedur 

pelayanan yang dibakukan bagi 

pemberi dan penerima pelayanan 

termasuk pengadaan. 

b) Waktu penyelesaian. Waktu 

penyelesaian yang ditetapkan sejak 

saat pengajuan permohonan sampai 

dengan penyelesaian pelayanan 

termasuk pengaduan. 

c) Biaya pelayanan. Biaya atau tarif 

pelayanan termasuk rinciannya yang 

dititipkan dalam proses pemberian 

pelayanan. 

d) Produk Pelayanan. Hasil pelayanan 

yang akan diterima sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. 

e) Sarana dan prasarana. Penyedia 

sarana dan prasarana pelayanan yang 

memadai oleh penyelenggara 

pelayanan publik. 

f) Kompetensi petugas pemberi 

pelayanan. Kompetensi petugas 

pemberi pelayanan harus ditetapkan 

dengan tepat berdasarkan 

pengetahuan, keahlian, 

keterampilan, sikap dan perilaku 

yang dibutuhkan. 

 

6. Administrasi Kependudukan 

Konsep a|dministra|si kependuduka|n 

ya|ng ditua|ngka|n da|la| m Unda |ng-Unda|ng 

Nomor 23 Ta|hun 2003 tenta|ng 

A|dministra|si Kependuduka |n di Indonesia | 

menca |kup sera|ngka|ia|n kegia |ta|n ya|ng 
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berka|ita|n denga|n Da|ta |  Kependuduka|n. Ha|l 

ini meliputi penyelengga|ra|a|n Penda|fta|ra |n 

Penduduk, Penca |ta|ta|n Sipil, pengelola|a|n 

informa|si A|dministra|si Kependuduka|n, da|n 

pema |nfa|a|ta|n ha|silnya | untuk pela |ya|na|n 

publik da|n pemba |nguna|n di berba|ga | i 

sektor. Dia|ma |na|tka|n oleh Pa|nca|sila| da|n 

Unda |ng-Unda|ng Da|sa|r Nega|ra| Republik 

Indonesia | Ta|hun 1945, Nega|ra| Kesa|tua|n 

Republik Indonesia | mempunya | i ta|nggung 

ja |wa|b untuk melindungi da |n menga |kui 

sta|tus priba|di da|n hukum pa|da| setia|p 

Peristiwa| Kependuduka|n, terma|suk 

peristiwa| penting ya |ng meliba|tka|n 

penduduk Indonesia | ba|ik di da|la|m ma |upun 

di lua|r ba|ta|s nega|ra|. 

Sesua|i denga |n Unda|ng-Unda |ng 

23 Ta|hun 2006 tenta|ng A|dministra|si 

Kependuduka|n, Dokumen GHS 

Kependuduka|n berfungsi seba|ga | i dokumen 

resmi ya|ng mempunya | i kekua|ta|n hukum. 

Dibua |t oleh Ba|da |n Pela|ksa |na| seba |ga|i bukti 

ha|sil pela |ya|na |n Penca |ta|ta|n Penduduk da|n 

Penca |ta|ta|n Sipil. Pela|pora|n keja|dia |n 

a|dministra|si kependuduka|n sa |nga|tla |h 

penting ka|rena |  berimplika|si pa|da| penerbita|n 

a|ta|u peruba|ha|n Ka |rtu Kelua|rga|, Ka |rtu 

Ta|nda |  Penduduk, a|ta|u Sura|t Ketera|nga|n 

Kependuduka|n la|innya|. 

Kebija |ka|n ya|ng menga|tur pela |ya|na|n 

a|dministra|si kependuduka |n sa|a|t ini 

ditua |ngka|n da|la|m Unda|ng- Unda |ng Nomor 

23 Ta|hun 2006 tenta|ng A|dministra|si 

Kependuduka |n seba|ga|ima|na | tela|h diuba|h 

denga |n Unda|ng-Unda|ng Nomor 24 Ta|hun 

2013. Kera |ngka| hukum ini mendefinisika |n 

A|dministra|si Kependuduka|n seba|ga | i 

sepera|ngka|t pera|tura|n da|n pengenda|lia |n 

ya|ng terka|it denga|n penerbita |n dokumen 

da|n da|ta| kependuduka |n mela|lui 

Kependuduka|n. Penca|ta|ta|n, Penca |ta|ta|n 

Sipil, Pengelola|a|n Informa|si A|dministra|si 

Kependuduka|n, da|n penera |pa|n ha|silnya | 

untuk pela |ya|na |n publik da|n pemba |nguna|n 

di berba|ga | i sektor. 
 

 

 

7. Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) 

Di Direktora|t Jendera|l Kependuduka |n 

da|n Penca |ta|ta|n Sipil Kementeria |n Da|la|m 

Negeri, A|njunga|n Dukca|pil Ma |ndiri 

(A|DM) merupa|ka|n pemimpin da |la|m 

pela |ya|na |n publik ya|ng inova|tif. 

Pembentuka|n A|DM ini dila |kuka|n sesua|i 

denga |n Pera|tura|n Menteri Da|la |m Negeri RI 

Nomor 7 Ta|hun 2019 tenta|ng Pela |ya|na|n 

A|dministra|si Kependuduka|n Online. Ha|l ini 

juga | sesua |i denga |n ha |sil Ra|korna |s Dukca|pil 

Ma|ka |ssa|r ta|hun 2019 ya|ng menga |ngka|t 

topik Dukca |pil Go Digita|l. (Herma|n et a|l., 

2019) 

A|DM didirika|n untuk mengefektifka |n 

proses peroleha |n dokumen ba |gi individu 

denga |n ca|ra| ya|ng hema|t bia|ya | da|n efisien. 

Prosedurnya| meliputi pengumpula|n 

informa |si penting seperti Nomor Induk 

Kependuduka|n (NIK), Nomor Pengena |l 

Priba|di (PIN), da|n Quick Response Code 

(QR Code). Untuk mengguna |ka|n A|DM, 

pemohon ha|rus mengikuti ta|ha|pa|n seba |ga|i 

berikut: (i) Menda|fta|r ke petuga|s da|n 

menga |juka|n permohona |n dokumen 

kependuduka|n ke Dina|s Kependuduka|n 

da|n Penca |ta|ta|n Sipil, (ii) Melengka|pi 

permohona|n penda |fta|ra|n di Pa|viliun 

Dukca|pil Ma |ndiri ( A|DM) denga|n 

memberika|n rincia|n ya|ng diperluka|n 

seperti NIK, nomor telepon, da|n ema|il, (iii) 

Menerima | ema|il notifika|si rekening ya|ng 

berisi PIN da|n QR Code untuk menga|kses 

Ma|ndiri Dukca|pil Center (A|DM), (iv) 

Petuga|s memverifika|si da|n memva|lida|si 

penyera |ha|n dokumen, (v) Setela |h verifika |si 

da|n va |lida|si berha |sil, pemohon 

menda |pa|tka|n a|kun denga|n PIN da|n QR 

Code untuk penceta|ka|n dokumen, (vi) 

Login ke Mesin A|DM mengguna |ka|n QR 

Code, sidik ja |ri, a|ta|u mema |sukka |n NIK da|n 

PIN, (vii) Ceta|k Dokumen Kependuduka|n 

mengguna |ka|n Mesin A|DM denga |n PIN da|n 

Kode QR ya|ng diberika|n mela|lui 

ema |il.(Fadhil, 2021). 
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Tujua|n penera |pa|n inova|si A|DM pa|da | 

pusa|t pela |ya|na |n publik a|da|la|h a|ga|r 

pela |ya|na |n a|dministra|si kependuduka|n lebih 

muda|h dia |kses oleh ma|sya|ra|ka|t umum. 

Sela|in itu, meningka |tka|n mina|t 

ma|sya|ra|ka|t terha|da|p peroleha|n dokumen 

kependuduka|n menja|di tujua|n uta|ma |. 

Berda|sa|rka|n la|ta|r bela|ka|ng ini, pa|ra | 

ilmuwa|n berupa|ya| untuk mengeta|hui 

a|pa|ka |h A|DM berha|sil meningka |tka|n 

sta|nda |r la |ya|na |n ya|ng diberika|n oleh Dina |s 

Kependuduka|n da|n Penca|ta|ta|n Sipil Kota| 

Sura|ba|ya|. Denga |n mengguna|ka|n 

pendeka|ta|n empiris da|n metodologi 

deskriptif kua |lita |tif, penelitia |n ini 

mengumpulka|n da |ta| primer mela|lui 

observa |si, dokumenta|si, da|n wa|wa |nca|ra|. 

 

C. METODE 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metodologi 

penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data 

primer dan sekunder digunakan untuk 

mengumpulkan informasi. Untuk 

memperoleh pemahaman topik secara utuh, 

triangulasi data dipadukan dengan observasi 

partisipan, wawancar mendalam, dan 

dokumentasi Menurut (Ahyar et al., 2020), 

Menurut Yuliani, 2018, penelitian 

dengan pendekatan deskriptif kualitatif 

merupakan metode penelitian yang berfokus 

pada pendekatan kualitatif sederhana yang 

menggunakan alur induktif. Penelitian ini 

dimaksudkan untuk memberikan jawaban 

atas pertanyaan penelitian yang 

menanyakan apa, siapa, dimana, serta 

bagaimana suatu fenomena atau peristiwa 

terjadi untuk kemudian ditelaah lebih dalam 

agar pola dalam fenomena itu dapat muncul 

(Kim, Sefcik, & Bradway, 2017). 

Pendekatan ini memiliki fleksibilitas pada 

pertanyaan penelitian dan temuan penelitian 

yang berubah di lapangan selama 

dilakukannya penelitian. 

Data yang dikumpulkan dalam jenis 

penelitian deskriptif kualitatif biasanya 

berupa kata-kata, kalimat, atau gambar yang 

mempunyai arti dan memicu pemahaman ril 

yang lebih daripada angka dan frekuensi 

(Nugrahani, 2014). Peneliti menggunakan 

data yang berisi deskripsi rinci, lengkap, 

dan menyeluruh yang mengilustrasikan 

fenomena sebenarnya. 

Kedalaman penelitian kualitatif 

ditingkatkan dengan pengaturan sosial atau 

fenomena yang melibatkan aktor, peristiwa, 

lokasi, dan periode. Sehingga beberapa 

fenomena sosial dapat diungkap melalui 

penelitian kualitatif dengan 

menggambarkan realitas secara akurat 

dengan kata-kata berdasarkan pengumpulan. 

 
2. Fokus Penelitian 

Ka |jia|n peneliti ha|nya| fokus pa|da | 

kualitas pelayanan | pada Mesin Anjungan 

Dukca|pil Ma|ndiri di lingkunga|n Dina |s 

Kependuduka|n da|n Penca|ta|ta|n Sipil Kota| 

Sura|ba|ya|. Ha|l ini bertujua|n untuk 

mengeta|hui a|pa|ka|h a|la|t bera|t beropera|si 

denga |n la|nca|r a|ta|u a|da| kenda|la| ya|ng 

muncul da|la|m proses Pelayanan. Sela |in itu, 

penelitia |n ini menyelidiki a|da |nya| punguta|n 

lia|r a|ta|u pera|nta|ra| di Dina |s Kependuduka|n 

da|n Penca |ta|ta|n Sipil Kota| Sura|ba|ya|. 
 

3. Lokasi Penelitian 

Loka|si penelitia|n menga |cu pa|da| sua|tu 
kependudukan sendiri, sesuai dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 

2019 Pasal 1 Ayat 11. Sistem informasi 

Administrasi Kependudukan dihubungkan 

dengan sejumlah sistem aplikasi dan perangkat 

pendukung yang sesuai dalam satu kesatuan. 

Instrument komprehensif yang dikenal sebagai 

ADM. Inisiatif ini merupakan alternatif layanan 

Administrasi Kependudukan bagi warga yang 

terdaftar dalam database kependudukan di luar 

unit pelayanan primer di dinas dan 

unitpelaksana teknis. 
Meningkatkan kualitas layanan yang 

diberikan kepada masyarakat adalah 

tujuan a|rea| ya |ng diperuntukka|n ba |gi 

prosedur penelitia |n da|n objek penelitia |n 

ya |ng mena |mpung sumber informa|si ya |ng 

diperluka |n untuk mela |kuka|n penelitia|n. 

Dina|s Kependuduka|n da|n Penca |ta|ta|n Sipil 

Kota|  Sura|ba |ya| ya|ng berloka|si di Jl. 
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Tunjunga |n No. 1-3, Genteng, Kec. Genteng, 

Sura|ba|ya|, Ja|wa | Timur 60275 Kota| 

Sura|ba|ya|, merupa|ka|n tempa |t penelitia |n ini 

dila |kuka|n. 

 
D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

1. Kualitas Pelayanan Administrasi 

Kependudukan Melalui Mesin Anjungan 

Dukcapil Mandiri Di Kota Surabaya 

Proyek Anjungan Dukcapil Mandiri 

(ADM) kreatif Kementerian Dalam Negeri 

bertujuan untuk meningkatkan standar 

pelayanan Administrasi Kependudukan. 

mempermudah proses pencetakan 

dokumen utama. Biodata Kependudukan, 

Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik (KTP-E), Kartu Tanda 

Penduduk (KIA), Surat Keterangan 

Kedatangan, Surat Keterangan Pindahan, 

Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat 

Kelahiran, Surat Kelahiran Mati, Surat 

Keterangan Pencabutan Kewarganegaraan 

Indonesia, Surat Keterangan Pengganti, 

Akta Pencatatan Sipil, Akta Kelahiran, Akta 

Kematian, Akta Nikah, Akta Cerai, Akta 

Pengakuan Anak, dan Akta Pengesahan 

Anak merupakan beberapa di antara 24 

dokumen kependudukan yang masuk dalam 

keluaran ADM. (Aji et al., 2023) 

Anjungan Dukcapil Mandiri berfungsi 

sebagai alat digital untuk menghasilkan 

dokumen kependudukan, menandai transisi 

menuju layanan digital dalam bidang 

administrasi kependudukan. Transisi ini 

melibatkan penerapan tanda tangan 

elektronik (TTE) pada kartu keluarga dan 

akta kelahiran, menggantikan 

penandatanganan manual dan stempel yang 

biasanya dilakukan oleh Kepala Pelayanan. 

Fleksibilitas yang ditawarkan oleh tanda 

tangan elektronik memungkinkan 

pemrosesan dokumen kapan saja dan dari 

lokasi mana pun. Selain itu, Anjungan 

Mandiri Dukcapil berlokasi strategis di 

tempat-tempat yang mudah dijangkau, 

dengan tujuan untuk memperluas 

kehadirannya di seluruh Mal Pelayanan 

Publik (MPP). 

Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri 

(ADM) merupakan kemajuan pesat dalam 

layanan pencetakan dokumen 

kependudukan yang bertujuan memberikan 

pelayanan cepat kepada warga Surabaya. 

Peneliti Menggunakan Enam kriteria 

Kualitas Pelayanan Menurut Lijan Poltak 

Sinambela yakni: 

1) Transparansi, yakni pelayanan yang 

bersifat terbuka, mudah dan dapat 

diakses oleh semua pihak yang 

membutuhkan dan disediakan secara 

memadai serta mudah dimengerti. 

2) Akuntabilitas, yakni pelayanan yang 

dapat dipertanggungjawabkan secara 

dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. Kondisional, yakni pelayan 

yang sesuai dengan kondisi dan 

kemampuan pemberi dan penerima 

pelayan dengan tetap berpegangan 

prinsip efisiensi dan efektivitas. 

3) Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat 

mendorong peran serta masyarakat 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

dengan memperhatikan aspirasi 

kebutuhan, dan harapan masyarakat. 

4) Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang 

tidak melakukan diskriminasi dilihat dari 

aspek apapun khususnya suku, ras, 

agama, golongan, status sosial dan lain- 

lain. 

5) Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu 

pelayanan yang mempertimbangkan 

aspek keadilan antara pemberi dan 

penerima pelayanan publik. 

Berikut ini, penulis sajikan hasil 

penelitian mengenai kualitas pelayanan 

administrasi di Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Surabaya. Dapat diuraikan menurut 

dimensinya, sebagai berikut: 

a) Berdasarkan Hasil Penelitian Dalam 

Pelaksanaan Dimensi Transparansi 

Bahwa terdapat beberapa 

masyarakat yang kurang merasa terbantu 

oleh pegawai di Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
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Kota Surabaya dalam proses pelayanan, 

selain itu fasilitas informasi dalam 

menunjang proses pelayanan masih 

kurang sehingga masyarakat masih 

dirasa kebingungan. Dengan demikian 

keterbukaan dari setiap pegawai dalam 

memberikan informasi mengenai 

pelayanan administratif kepada 

masyarakat merupakan salah satu faktor 

yang menentukan tingkat keberhasilan 

dan kualitas organisasi sebagai penyedia 

layanan. Selain itu masih ditemukannya 

beberapa permasalahan diataranya 

sosialisasi yang dilakukan tidak 

sepenuhnya dilakukan secara epektif 

dikarenakan keterbatasan waktu yang 

dimiliki. Diketahui juga bahwa secara 

umum pelaksanaan dimensi transparansi 

dalam pelaksanaan kualitas pelayanan 

administratif di Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Surabaya masih dilaksanakan 

dengan kurang optimal. Namun 

meskipun demikian masih ada 

keterbukaan dari setiap pegawai dalam 

memberikan informasi mengenai 

pelayanan administrasi kepada 

masyarakat, sementara itu adanya 

pelayanan yang bersifat terbuka, mudah 

dan dapat diakses oleh semua pihak yang 

membutuhkan dan disediakan secara 

memadai serta mudah dimengerti oleh 

penerima Pelayanan. 

 

b) Berdasarkan Dimensi Akuntabilitas 

Bahwa bahwa tanggung jawab yang 

diberikan dari petugas kepada 

masyarakat melalui beberapa cara, yakni 

bersikap dengan baik, berlaku adil dan 

sopan. Sementara itu dari sisi pekerjaan, 

apa yang menjadi tugas dari setiap 

pegawai selalu dilakukan dengan rasa 

penuh tanggung jawab. Petugas 

memberikan pelayanan yang baik kepada 

setiap masyarakat dari awal proses 

pelayanan sampai selesai dalam hal ini 

memberi bantuan dan kemudahan 

kepada masyarakat dalam proses 

pelayanan, memberikan jaminan proses 

waktu penyelesaian pelayanan kepada 

masyarakat. 

 

c) Berdasarkan Hasil Penelitian Dalam 

Pelaksanaan Dimensi Kondisional 

Dimensi kondisional bahwa 

kemampuan dan pengetahuan dari 

petugas pelayanan dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat sudah 

mengikuti standar prosedur mengenai 

tugas dan fungsi dari masing-masing 

petugas. Kemudian dilakuan pengawasan 

yang rutin guna mengasai setiap pegawai 

mengenai tugas yang sedang 

diselesaikan sehingga dapat 

meminimalisir kesalahan yang dilakukan 

oleh petugas dalam melakukan 

pekerjaan khususnya staf pelayanan yang 

secara langsung berhadapan dengan 

masyarakat penerima pelayanan. 

 

d) Berdasarkan Hasil Penelitian Dalam 

Pelaksanaan Dimensi Partisipatif 

Bahwa semua unit pelayanan 

instansi pemerintah baik secara langsung 

maupun tidak langsung telah dapat 

memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, wajib menerapkan kualitas 

pelayanan publik secara periodik 

dilingkungan instansinya dalam upaya 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat, sesuai dengan komitmen 

dan kesungguhan pelaksanaan di 

masing-masing instansi serta masyarakat. 

Petugas sebagai pemberi pelayanan bisa 

menghargai masyarakat yang 

dilayaninya dengan memahami setiap 

karakter yang berbeda-beda dari 

masyarakat itu sendiri. 

 

e) Berdasarkan Hasil Penelitian Dalam 

Pelaksanaan Dimensi Kesamaan Hak 

Bahwa melalui petugas pelayanan 

tidak membedakan status dan golongan 

penerima pelayanan diketahui bahwa 

sudah dilakuan dengan baik terlihat dari 

tidak adanya siap diskriminatif kepada 
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setiap penerima pelayanan dimana 

petugas memberikan pelayanan kepada 

setiap masyarakat dengan 

mengedepankan sikap yang baik dalam 

hal ini ramah dan sopan serta santun. 

Hak dan kewajiban baik bagi pemberi 

dan penerima pelayanan publik, harus 

jelas dan diketahui dengan baik oleh 

masing-masing pihak.Sehingga tidak 

ada keragu-raguan dalam 

pelaksanaannya. 

Dari uraian ahli diatas diketahui 

bahwa untuk menjamin 

terselenggaranya pelayanan yang baik 

kepada masyarakat dimulai dari sikap 

petugas dalam memberikan pelayanan 

yaitu dengan meningkatkan kedisiplinan, 

sikap ramah dan sopan santun terhadap 

setiap golongan penerima pelayanan. 

Dengan demikian berdasarkan 

pelaksanaan dimensi kesamaan hak 

dalam pelaksanaan kualitas pelayanan 

administratif di Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Surabaya diketahui bahwa sudah 

berjalan dengan baik. Petugas dalam 

melayani masyartakat telah menunjukan 

sikapnya yang sopan dan santun. Hal ini 

ditunjukan ketika sedang berhadapan 

dengan masyarakat yang dilayani, 

pegawai selalu terlebih dahulu menyapa, 

memberikan senyuman kepada setiap 

masyarakat. 

 

f) Berdasarkan Hasil Penelitian Dalam 

Pelaksanaan Dimensi Keseimbangan 

Hak Dan Kewajiban 

Bahwa petugas mampu melayani 

setiap saat, secara tepat dan memuaskan, 

berlaku sopan, ramah dan menolong 

serta profesional terhadap masyarakat 

sebagai penerima pelayanan. Selain itu, 

menerapkan pola penyelenggaraan 

pelayanan yang berkonsep 

mendahulukan kepentingan dari 

masyarakat yang ingin dilayani, secara 

terpusat dan terpadu agar pelayanan 

kepada masyarakat terlaksana dengan 

baik dan optimal. Tujuan adanya pola 

penyelenggaraan pelayanan di Kantor 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Surabaya ini bertujuan untuk 

dapat mendorong terwujudnya 

penyelenggaraan pelayanan yang 

berkualitas. 

Hasil penelitian juga 

mengidentifikasi faktor pendukung dan 

penghambat. Faktor pendukung 

utamanya adalah kinerja Mesin 

Anjungan Dukcapil Mandiri di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Surabaya yang handal, tidak ada 

laporan error mesin atau kendala WiFi 

lambat. Namun faktor penghambat yang 

menonjol adalah kurangnya fasilitas 

pendukung yang memadai, antara lain 

tidak adanya spanduk atau display 

informatif yang merinci tata cara 

penggunaan mesin ADM di lingkungan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Surabaya, serta fasilitas 

pelayanan publik lainnya di Surabaya. 

Kendala signifikan lainnya adalah 

terbatasnya pengetahuan masyarakat 

terhadap mesin tersebut sehingga 

menimbulkan keraguan dan keengganan 

masyarakat untuk menggunakan layanan 

ADM. Berikut rincian pembahasan untuk 

faktor pendukung dan penghambat 

pelayanan administrasi kependudukan di 

dinas kependudukan dan pencatatan sipil 

kota Surabaya dengan menggunakan 

mesin anjungan dukcapil mandiri: 

 

2. Faktor Pendukung 

Dari hasil wawancara peneliti, maka 

dapat di ketahui factor pendukung layanan 

menggunakan mesin anjungan dukcapil 

mandiri ini terletak pada sinyal yang kuat 

sehingga tidak adanya kendala lemot. 

Sesuai dengan hasil wawancara dengan 

staff disdukcapil dibawah ini menjelaskan 

bahwa: ”Selama pengoperasiannya mesin 

ADM ini tidak pernah ada kendala teknis 

maupun sinyal. karna mesin ADM ini sudah 

sepaket dengan wifi dari pusat yang 
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dimasukan kedalam mesin sehingga setiap 

mesin menyala wifi tersebut otomatis juga 

aktif sendiri”. (Wawancara dilaksanakan 01 

Oktober 2023). 
 

3. Faktor Penghambat 

Jarak yang cukup jauh yang harus 

ditempuh masyarakat untuk mengakses 

pusat layanan merupakan masalah yang 

sering menimbulkan keluhan sebelum 

diperkenalkannya inovasi internet. Selain 

merepotkan, pengurusan dokumen 

kependudukan juga memerlukan banyak 

waktu dan tenaga. Tujuan penerapan 

inovasi ADM adalah untuk mengatasi 

permasalahan tersebut dan mempercepat 

peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 

Tahun 2014 yang memuat aturan inovasi 

pelayanan publik mewajibkan kementerian, 

lembaga, dan pemerintah daerah untuk 

mengembangkan dan mendukung inovasi 

pelayanan publik. Tujuan yang diuraikan 

dalam peraturan ini meliputi: 

a) Mendorong pengembangan inovasi 

pelayanan publik. 

b) Mendorong pengembangan dan 

diseminasi inovasi pelayanan publik. 

c) Mempercepat proses peningkatan standar 

pelayanan publik. 

d) Meningkatkan kepuasan masyarakat 

umum terhadap pelayanan publik. 

Meskipun konsep Anjungan Dukcapil 

Mandiri (ADM) telah diterapkan secara luas 

di seluruh Indonesia, namun masih terdapat 

banyak kendala. Kesulitan- kesulitan 

tersebut dapat dibedakan menjadi dua 

kategori utama berdasarkan wawancara 

dengan Bapak Edi, Kepala Sub Bagian 

Pelayanan Pencatatan Sipil dan pihak yang 

menyelenggarakan Mesin Anjungan 

Dukcapil Mandiri untuk Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Surabaya, serta sebagai pengamatan pribadi 

penulis. 

 

 

1) Fasilitas Pendukung yang Kurang 

Memadai. 

Terlihat dari pengamatan langsung 

penulis bahwa Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Surabaya belum 

memiliki spanduk, poster, atau papan 

petunjuk yang menjelaskan cara 

penggunaan mesin Anjungan Dukcapil 

Mandiri (ADM) maupun menjelaskan 

prosesnya. Selain itu, informasi tersebut 

tidak dapat ditemukan di platform media 

sosial, laman internet, atau lokasi 

layanan publik lainnya. Selain itu, 

prosedur pendaftaran akun Anjungan 

Dukcapil Mandiri (ADM) masih bersifat 

manual pada tahap awal penerapan 

inovasi sehingga masyarakat harus 

datang langsung ke kantor dan 

menghabiskan waktu untuk memproses 

permohonan. 

 

2) Lemahnya Sosialisasi. 

Berdasarkan wawancara dan 

pengamatan pribadi, masyarakat 

menunjukkan keraguan dalam 

menggunakan mesin Anjungan Dukcapil 

Mandiri (ADM). Keengganan ini berakar 

pada terbatasnya pemahaman tentang 

nama dan fungsi produk inovatif ini. 

Selain itu, sebagian personel atau 

petugas di Dispendukcapil belum 

menjalani pelatihan atau simulasi proses 

pencetakan dokumen kependudukan 

menggunakan mesin Anjungan Dukcapil 

Mandiri (ADM). Skenario ini 

menggarisbawahi kurang optimalnya 

pelaksanaan proses sosialisasi. 

 

3) Lokasi Penempatan Mesin Tidak 

Strategis. 

Lokasi saat ini mesin Anjugan 

Dukcapil Mandiri (ADM) berada di 

lingkungan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Surabaya sehingga 

membatasi aksesibilitasnya bagi 

masyarakat yang bertempat tinggal jauh 

dari pusat layanan tersebut. Berdasarkan 

hasil wawancara, Disdukcapil berencana 
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merelokasi mesin Anjugan Dukcapil 

Mandiri (ADM) ke pusat pelayanan 

publik yang lebih strategis agar 

manfaatnya dapat menjangkau 

masyarakat lebih luas. Penulis 

menyarankan agar Disdukcapil 

memprioritaskan aspek keamanan dan 

kenyamanan, dengan melakukan tindakan 

seperti memasang kamera Closed Circuit 

Television (CCTV) secara rahasia dan 

menunjuk petugas penghubung. 

 

4) Rendahnya Tingkat Partisipasi 

Masyarakat. 

Temuan penelitian menunjukkan 

rendahnya tingkat partisipasi masyarakat 

dalam memanfaatkan mesin Anjungan 

Dukcapil Mandiri (ADM), terutama 

disebabkan oleh terbatasnya kesadaran 

danpemahaman masyarakat terhadap 

teknologi. Meskipun Dispendukcapil 

menyediakan layanan online, alternatif 

offline juga tersedia melalui kecamatan 

bagi mereka yang belum terbiasa dengan 

teknologi, terutama lansia. 

Wawancara dengan anggota 

masyarakat yang berbeda 

mengungkapkan perspektif yang 

berbeda-beda mengenai kurangnya 

informasi terkini dan kesadaran. Generasi 

muda menyebutkan bahwa 

Dispendukcapil kurang melakukan 

promosi, dan mereka mengetahui 

keberadaan mesin ADM melalui kantor 

kecamatan ketika mereka perlu membuat 

Kartu Tanda Penduduk (KTP). Di sisi 

lain, individu yang lebih tua menyatakan 

perlunya upaya sosialisasi yang lebih 

luas, menyarankan pertemuan rumah 

tangga atau komunitas untuk promosi 

yang efektif. 

Menurut Kepala Sub Bidang 

Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Surabaya, mesin Anjungan Dukcapil 

Mandiri selaras dengan kebutuhan 

masyarakat yang dinamis. Mereka 

menekankan penyampaian mesin secara 

tidak langsung kepada masyarakat, 

memanfaatkan meningkatnya preferensi 

terhadap aplikasi berbasis seluler. 

Pegawai dinas asli juga dikerahkan ke 

kecamatan untuk memudahkan proses 

administrasi kependudukan. 

Staf Dispendukcapil menyebutkan 

kemudahan layanan jam malam di aula 

RW, menghilangkan kebutuhan 

masyarakat untuk mengunjungi kantor 

pusat atau kelurahan. Aparat desa di 

Desa Pacar Kembang menyoroti bantuan 

mereka bagi yang belum terbiasa dengan 

teknologi, memberikan tutorial dan 

mengatur jam malam di aula RW setiap 

dua minggu. Melihat tantangan tersebut, 

Dinas  
Kependudukan Kota Surabaya 

dihimbau untuk terus mencari solusi 

inovatif untuk mengurangi 

ketergantungan pada kunjungan fisik ke 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil. Kendala yang ada memerlukan 

terobosan atau inovasi baru untuk 

mengoptimalkan pelayanan melalui 

Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri 

(ADM). 

 

4. Upaya yang dilakukan untuk Mengatasi 

Hambatan-hambatan Kualitas 

Pelayanan Administrasi di Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Surabaya. 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai 

upaya-upaya yang dilakukan untuk 

mengatasi hambatan-hambatan dalam 

Kualitas Pelayanan Administratif di Kantor 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Surabaya, adalah sebagai berikut: 

1) Berperan aktif dalam memberikan 

pemahaman kepada masyarakat 

mengenai alur proses pelayanan. 

2) Meningkatkan dukungan sarana dan 

prasaranan untuk dapat menunjang 

pelayanan yang optimal kepada 

masyarakat. 

3) Membuat petunjuk teknis secara jelas 

mengenai alur proses pelayanan. 
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4) Melakukan monitoring secara berkala 

mengenai pelaksanaan tugas dari 

masing-masing petugas pelayanan guna 

melihat kemampuan dan kesiapan 

petugas dalam memberikan pelayanan. 

5) Melakukan penyuluhan dan bimbingan 

teknis untuk dapat meningkatkan 

kemampuan pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya. 

6) Meningkatkan kemampuan sumber daya 

manusia dalam hal ini kemampuan 

petugas baik kualitasnya maupun 

kuantitasnya untuk dapat melakukan 

sosialisai mengenai informasi persyaratan 

pelayanan secara lebih baik. 

7) Mendorong partisipasi aktif dari 

masyarakat untuk ikut serta berperan 

aktif menanyakan bagaimana tahapan- 

tahapan daripada proses pelayanan. 
8) Melakukan koordinasi yang baik antar 

pegawai maupun dengan masyarakat 

guna menciptakan proses pelayanan yang 

lebih baik. 

9) Adanya tindakan tegas dari pimpinan 

kepada pegawai yang menghindari tugas 

dan lalai dalam menjalankan  pelayanan. 

 

 

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan temuan penelitian dapat 

disimpulkan bahwa terdapat kekurangan 

pada mesin anjungan dukcapil mandiri 

sehingga memerlukan perbaikan. 

Efektivitas mesin Anjungan dukcapil 

mandiri terhambat oleh kurangnya minat 

masyarakat dalam menerima inovasi 

layanan baru. Selain itu, berdasarkan 

indikator efisiensi, ditemukan pula 

kurangnya upaya sosialisasi mesin anjungan 

dukcapil mandiri, sehingga menyebabkan 

terbatasnya kesadaran masyarakat. 

Pelayanan mesin ADM secara umum 

memuaskan, masih terdapat sebagian 

masyarakat yang memilih cara manual 

dalam mendaftar dan mencetak dokumen 

kependudukan. peneliti juga 

mengidentifikasi faktor pendukung dan 

penghambat. 

Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Surabaya menjadi faktor pendukung, 

menunjukkan pengoperasian yang konsisten 

dan bebas kesalahan. Di sisi lain, faktor 

penghambat pelayanan ADM antara lain 

kurangnya fasilitas pendukung yang 

diperlukan seperti spanduk dan poster 

informasi, rincian tata cara penggunaan 

mesin ADM di wilayah Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

dan fasilitas pelayanan umum lainnya di 

Surabaya. 

Untuk mempromosikan inovasi ini 

secara efektif, disarankan untuk 

menggabungkan media cetak dan 

elektronik, dengan penekanan khusus pada 

sosialisasi tatap muka. Namun, perlu dicatat 

bahwa beberapa individu menghadapi 

tantangan dalam memahami cara 

menggunakan aplikasi. Sikap positif para 

pelaksana sangat menentukan keberhasilan 

penerapan inovasi ini, karena didukung oleh 

pegawai dan masyarakat, mengingat 

besarnya bantuan yang diberikan dalam 

pengelolaan administrasi kependudukan. 

 

2. Rekomendasi 

Adapun saran-saran dari hasil penelitian 

di atas, diantaranya: 

a) Memastikan upaya sosialisasi 

menyeluruh untuk meningkatkan 

kesadaran seluruh warga Kota Surabaya 

mengenai fungsi ADM dan memberikan 

panduan yang jelas dalam 

penggunaannya. Sesi sosialisasi berkala 

dan penggunaan platform media sosial 

seperti Facebook, Instagram, da 

YouTube dapat digunakan untuk 

menyebarkan konten terstruktur tentang 

layanan ADM. Selain itu, pemanfaatan 

teknologi canggih, seperti pembuatan 

video grafis bergerak untuk ditampilkan 

pada papan reklame digital disepanjang 

tepi jalan, dapat berkontribusi pada 

sosialisasi tidak langsung. 

b) Pemasangan mesin ADM tambahan di 
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setiap titik layanan administrasi 

kependudukan di lingkungan kecamatan 

untuk memudahkan akses masyarakat 

dalam memanfaatkan mesin Anjungan 

Dukcapil Mandiri. 
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